[SALINAN]

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan desa guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu
pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa
yang memadai berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung pembangunan sarana dan
prasarana pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan
memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus
kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana Pemerintah Desa;

c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman
dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan BAB II huruf D angka 5 huruf d angka 6)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan mengenai
pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
15);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ko

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku unsur
penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara
umum Daerah.

Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah
dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Purworejo.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berada di Daerah.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan  rumah  tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana adalah
kegiatan pengadaan, peningkatan dan/atau pembangunan
untuk peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah
Desa.

Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan
adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan  kebijakan Bupati dalam = rangka
penyusunan APBD.

Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk
Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk mendukung
pelaksanaan evaluasi dan verifikasi permohonan Bantuan
Keuangan dan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan
di tingkat Kabupaten.

Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan adalah tim yang
dibentuk oleh Camat untuk mendukung pelaksanaan
verifikasi dan evaluasi permohonan Bantuan Keuangan di
tingkat Kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.
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24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa
pada bank yang ditetapkan.

25. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bantuan Keuangan yang
selanjutnya disingkat RAB Bantuan Keuangan adalah
dokumen yang memuat rincian anggaran dan biaya
termasuk spesifikasi barang, volume dan harga yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang
bersumber dari Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa.

26. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur Perangkat Desa
yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas
menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

27.Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/ jasa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, ASAS, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk

memberikan landasan hukum dan pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam penganggaran dan penyaluran
serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan; dan

b. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan dan penatausahaan,
penggunaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan
Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a. mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi
dalam penganggaran, penyaluran, pelaksanaan dan
penatausahaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan
Keuangan; dan

b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
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(1)

(2)

(3)

(1)

3)

4)

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip hemat, terarah
dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan
secara administrasi, teknis dan hukum.

Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan
dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa
sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh
Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 5

Bantuan Keuangan dikelola berdasarkan asas:
a. transparan;

b. akuntabel; dan

c. tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan asas
transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
agar masyarakat mendapatkan akses dan informasi yang
benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan
Bantuan Keuangan dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
pengelolaan keuangan Daerah atau Desa.

Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan asas
akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
untuk menjamin agar pengelolaan Bantuan Keuangan
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam
rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah
ditetapkan.

Pengelolaan Bantuan berdasarkaan asas tertib dan disiplin
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
agar pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan
bukti/data dukung administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pedoman
pengelolaan Bantuan Keuangan yang meliputi:

00O

perencanaan dan penganggaran;
pelaksanaan dan penatausahaan;
penggunaan;

pertanggungjawaban dan pelaporan;
monitoring dan evaluasi; dan
pembinaan dan pengawasan.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

Kepala Desa mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada
Bupati.

Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani Kepala
Desa serta diketahui oleh Camat.

Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilengkapi dengan:

a. proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit:

latar belakang;

maksud dan tujuan;

RAB Bantuan Keuangan;

jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;

dan
5. alamat yang jelas disertai denah lokasi kegitan;

b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan
dana pendamping, jika diperlukan;

c. gambar rencana dan konstruksi bangunan atau
dokumen lain yang sejenis untuk kegiatan fisik/
kontruksi.

PO

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo yang menangani ketatausahaan melakukan
pencatatan terhadap permohonan Bantuan Keuangan
untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati.

Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Perangkat
Daerah Teknis untuk melakukan evaluasi dan verifikasi
permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan
pemberian disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Wakil Bupati.




(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Permohonan Bantuan Keuangan yang telah mendapatkan
disposisi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diteruskan kepada kepala unit kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah  Kabupaten  Purworejo  yang
memfasilitasi Bantuan Keuangan untuk dicatat dan
didistribusikan sesuai disposisi Bupati kepada Kepala
Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Teknis, permohonan Bantuan Keuangan belum
benar dan/atau belum lengkap, Perangkat Daerah Teknis
mengembalikan permohonan Bantuan Keuangan kepada
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
pelaksanaan evaluasi.

Terhadap pengembalian permohonan Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus
menyampaikan kembali permohonan Bantuan Keuangan
yang telah dibetulkan dan/atau dilengkapi kepada
Perangkat Daerah Teknis dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan
Bantuan Keuangan.

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat membetulkan
dan/atau tidak melengkapi permohonan Bantuan
Keuangan dalam batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah
Teknis menyampaikan surat penolakan kepada Kepala
Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) menyatakan permohonan Bantuan
Keuangan telah sesuai dengan ketentuan, Perangkat
Daerah Teknis selanjutnya melaksanakan verifikasi guna
mengetahui kesesuaian antara isi permohonan Bantuan
Keuangan dan kebenaran dokumen kelengkapan
persyaratan dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 10

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa permohonan Bantuan
Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
hasil evaluasi dan verifikasi disampaikan oleh Kepala
Perangkat Daerah Teknis kepada SKPKD selaku
Sekretariat TAPD dalam bentuk rekomendasi.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
keterangan mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap
berkas permohonan Bantuan Keuangan dengan disertai
kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan
permohonan Bantuan Keuangan berikut besaran Bantuan
Keuangan yang direkomendasikan.

SKPKD selaku Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan rapat TAPD dalam rangka
memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang
disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Jika berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) permohonan Bantuan Keuangan
yang diajukan tidak dapat disetujui, TAPD mengembalikan
permohonan Bantuan Keuangan kepada Perangkat Daerah
Teknis untuk dikembalikan kepada Kepala Desa dengan
disertai alasan penolakannya.

Ketentuan mengenai format rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Evaluasi
dan Verifikasi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
Teknis.

Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertugas:

a. melaksanakan evaluasi dan verifikasi administrasi dan
teknis terhadap permohonan Bantuan Keuangan dan
permohonan penyaluran Bantuan Keuangan;

b. membuat laporan hasil evaluasi dan verifikasi
terhadap permohonan Bantuan Keuangan dan
permohonan penyaluran Bantuan Keuangan yang
dituangkan dalam berita acara;

c. menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
atas permohonan penyaluran Bantuan Keuangan
untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
Teknis; dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan
verifikasi permohonan Bantuan Keuangan kepada
Kepala Perangkat Daerah Teknis yang merupakan
bahan pertimbangan dan dasar bagi Kepala Perangkat
Daerah Teknis untuk memberikan rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

Pasal 12

Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan
pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3), menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran Bantuan Keuangan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

Bantuan Keuangan dicantumkan dalam rencana kegiatan
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada SKPKD.

Rencana kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
Bantuan Keuangan dicantumkan dalam Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alokasi anggaran di Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) beserta rekomendasi SKPD dan Pertimbangan
TAPD.

Pasal 13

Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai kemampuan
keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja wurusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD pada
kelompok belanja transfer pada SKPKD yang
diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub
kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan
keuangan.
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BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 14

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan
atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kkerja
perangkat daerah pada SKPKD.

(2) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berdasarkan
pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran
penerimaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

(5) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 15

(1) Bantuan Keuangan dapat disalurkan kepada Pemerintah
Desa penerima Bantuan Keuangan jika telah tercantum
dalam APBDesa atau perubahan APBDesa tahun
berkenaan.

(2) Bantuan Keuangan setiap Desa disalurkan dari RKUD ke
RKD.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Bantuan Keuangan
yang tercantum dalam APBDesa dan APBD, penyaluran
Bantuan Keuangan ke RKD menggunakan besaran
Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD dan
selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penyesuaian
besaran Bantuan Keuangan melalui mekanisme perubahan
APBDesa.
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Pasal 16

Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
tahun anggaran berkenaan yang disebabkan kesalahan/
kelalaian dari Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan tidak
dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, bukan
disebabkan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa,
Bantuan Keuangan dapat dianggarkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran

Pasal 17

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran
Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati c.q.
PPKD melalui Camat, dengan dilampiri dokumen
persyaratan berupa:

a. kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan bermeterai
cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan
Kepala Urusan Keuangan serta distempel basah;

b. fotokopi buku tabungan RKD yang dilegalisir pejabat
bank yang berwenang;

c. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa;

d. RAB Bantuan Keuangan yang dicetak dari aplikasi
sistem keuangan Desa;

e. gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh unit
pelaksana teknis Perangkat Daerah yang membidangi
pekerjaan umum, jika Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana berupa bangunan konstruksi;

f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa
atas penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran
berkenaan, bermeterai cukup; dan

g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan
anggaran sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan
dana Bantuan Keuangan, bermeterai cukup.

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa
dan dibubuhi stempel basah serta diketahui Camat.
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Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat),

dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Bupati c.q.
Kepala SKPKD selaku PPKD;

b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu disampaikan kepada
Kepala Perangkat Daerah Teknis;

c. 1 (satu) rangkap salinan kedua disampaikan kepada
Camat; dan

d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip
Pemerintah Desa.

Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah
semua persyaratan terpenuhi oleh Pemerintah Desa dan
berkas permohonan penyaluran Bantuan Keuangan telah
diterima oleh Kepala SKPKD selaku PPKD secara lengkap,
benar, dan sah.

Ketentuan mengenai format permohonan penyaluran
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), disampaikan oleh
Kepala Desa dengan surat pengantar kepada Camat untuk
mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, benar, dan
sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk
dibetulkan dan/atau dilengkapi.

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang telah dibetulkan dan
dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk
mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

Camat membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi dan
evaluasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Camat menyampaikan permohonan penyaluran Bantuan
Keuangan yang telah lengkap, benar, dan sah berdasarkan
hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah
Teknis dengan surat pengantar dan dilampiri:
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a. berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi
persyaratan  permohonan  penyaluran  Bantuan
Keuangan dari Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan;
dan

b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi
persyaratan permohonan Bantuan Keuangan.

Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim
Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Ketentuan mengenai format berita acara dan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (5) dilakukan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum lengkap, benar, dan sah berdasarkan hasil verifikasi
Tim Evaluasi dan Verifikasi, dikembalikan kepada Kepala
Desa yang mengajukan permohonan Bantuan Keuangan
untuk dibetulkan dan/atau dilengkapi.

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan dan
dilengkapi diajukan kembali kepada Tim Evaluasi dan
Verifikasi untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

Dalam hal Kepala Desa tidak membetulkan dan/atau tidak
melengkapi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta

lampirannya yang telah lengkap, benar, dan sah

berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis

kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD selaku PPKD dengan

surat pengantar dan dilampiri:

a. rekapitulasi besaran Bantuan Keuangan yang dimohon
untuk disalurkan; dan

b. berita acara atas hasil verifikasi persyaratan
permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Tim
Evah,(ula.)si dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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(6) Ketentuan mengenai format berita acara atas hasil
verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Kepala SKPKD melakukan penelitian terhadap kelengkapan
berkas permohonan penyaluran Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

(2) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan
Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran
penerimaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan kuitansi
tanda terima Bantuan Keuangan dan kuitansi dinas.

(3) Kepala SKPKD selaku PPKD menyalurkan Bantuan
Keuangan dari RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang
ditunjuk berdasarkan permohonan penyaluran Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
lengkap, benar dan sah sesuai dengan ketentuan
pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Kepala SKPKD selaku PPKD mengembalikan permohonan
penyaluran Bantuan Keuangan yang belum lengkap, benar
dan sah kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk
dibetulkan dan/atau dilengkapi.

(5) Kepala SKPKD selaku PPKD menyampaikan surat
pemberitahuan penyaluran Bantuan Keuangan kepada
Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan kepada
Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BABV
PENGGUNAAN
Pasal 21

(1) Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa digunakan
untuk membiayai kegiatan berupa:
a. pengadaan sarana kantor Desa terdiri atas:
1. mebelair berupa meja dan kursi kerja, meja dan
kursi tamu, dan/atau meja dan kursi rapat;
2. sarana kearsipan;
3. sarana perpustakaan atau pojok baca;
4. aplikasi sistem informasi;
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(2)

(3)

(4)

(5

(1)

3)

“4)

5. perangkat elektronik berupa: komputer, laptop,
printer, scanner, sound system, dan/atau proyektor;

6. backdrop pelayanan; dan/atau

7. layar proyektor; dan/atau

b. pembangunan dan/ atau rehabilitasi prasarana kantor

Desa.

Prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak termasuk pembangunan:

gapura;

pagar;

jalan;

halaman;

tempat parkir; atau

papan nama.

"o Qoo

Penganggaran Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dari
Bantuan Keuangan tidak melebihi alokasi dana Bantuan
Keuangan yang diterima.

Biaya administrasi Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Pengadaan Barang/ Jasa yang
bersumber dari APBDesa.

Pasal 22

Bantuan Keuangan dalam APBDesa yang tidak
direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus
disetorkan ke RKUD dan tidak diperhitungkan sebagai sisa
lebih perhitungan anggaran di RKD.

Dalam hal kegiatan fisik yang dibiayai Bantuan Keuangan
telah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa anggaran
Bantuan Keuangan, harus disetorkan ke RKD untuk
diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran.

Sisa anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dianggarkan kembali untuk membiayai
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun
anggaran berikutnya.

Sisa anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang tidak digunakan untuk membiayai
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun
anggaran berikutnya, harus disetorkan ke RKUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 23

Pemerintah Desa yang menggunakan Bantuan Keuangan tidak
sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus mengembalikan Bantuan
Keuangan yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 24

(1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh secara formil dan
materiil atas penggunaan Bantuan Keuangan.

(2) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Bantuan
Keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan
penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Kecamatan hanya
bertanggung jawab terhadap administrasi pengajuan
penyaluran anggaran.

Pasal 25

(1) Kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan
anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
yang bersumber dari Bantuan Keuangan sesuai tugas dan
tanggungjawabnya.

(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan
Keuangan disusun oleh kepala seksi/kepala urusan selaku
pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas dan
tanggungjawabnya dengan dilampiri bukti/data dukung
pengeluaran yang lengkap, benar dan sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa
disampaikan oleh kepala seksi/kepala urusan selaku
pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa dengan
disertai: -

a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran; dan

b. bukti/ data dukung administrasi pengeluaran yang
lengkap, benar dan sah.
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(4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan
kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD melalui Kepala
Perangkat Daerah Teknis, berupa:

a. salinan bukti/ data dukung administrasi pengeluaran
yang lengkap, benar dan sah;

b. foto kegiatan atau hasil pengadaan barang/ jasa; dan

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa
yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang
diterima telah digunakan sesuai RAB Bantuan
Keuangan, bermeterai cukup.

(5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan paling
lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(6) Salinan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Camat.

(7) Asli laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disimpan Pemerintah Desa dan digunakan
sebagai objek pemeriksaan.

(8) Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan
rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD.

(9) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai
sanksi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan pada
tahun berikutnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 26

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan
Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan
agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib
administrasi.

(2) Monijcoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara berjenjang pada tingkat kecamatan

oleh Camat dan tingkat kabupaten oleh Perangkat Daerah
Teknis.
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3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan pemantauan secara berkala,
baik pada saat persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan.

Pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan pada administrasi kegiatan,
dan/atau fisik.

Camat dan Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai
kewenangannya dapat membentuk tim untuk mendukung
pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan
dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
pemberian pedoman dan bimbingan terhadap pengelolaan
dan pelaporan Bantuan Keuangan.

Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah
Teknis.

Camat dan Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai
kewenangannya dapat membentuk tim untuk mendukung
pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 28

Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan
berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan
pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.

Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan
ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan
Keuangan.




(3)

(4)

(9)

(©)

(1)

(2)

Pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan umum oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau
penyalahgunaan Bantuan Keuangan, penyelesaiannya
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa,
tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh
aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan
Keuangan, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/ atau
pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana,
penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Kerugian Desa, Daerah, dan/atau kerugian Negara yang
disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/ atau
tindak pidana dalam pengelolaan Bantuan Keuangan
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Desa  tidak dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan
Bantuan Keuangan karena tindakan Kepala Desa dan/atau
Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan
kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

VANSSBERUAI DENGAN ASLINYA Ditetapkan di Purworejo
& . KBPYN BAGIAN HUKUM pada tanggal 16 Agustus 2023

S M - BUPATI PURWOREJO,
YONC BUDI SANTOSO, S.H.
= Penata Tk.I Ttd

NIP 19690516 199703 1 003
_ AGUS BASTIAN
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd

~ SAID ROMADHON
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023NOMOR 35 SERI E NOMOR 23
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

A. REKOMENDASI EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS ..o,

J-N2X 0 s U2 1 OO

REKOMENDASI
HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ......

NOMOR: .....ccceuvinnnnnnee.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Pangkat/Golongan

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas ......

Menyatakan bahwa:

1.

Kami telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... yang
diajukan Pemerintah Desa ..... Kecamatan ...;

Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi tersebut di atas mendasarkan pada
Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah
Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya; dan

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ......... telah dinyatakan
lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi
syarat untuk memperoleh alokasi dana Bantuan Keuangan, maka dengan
ini kami Rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana terlampir SUDAH
LAYAK MEMPEROLEH ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN.

4\._.
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Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Purworejo, ......ccccoeuvunnnnns

KEPALA DINAS .......ccceevnnneeee ,

.................................




DAFTAR NAMA DESA YANG TELAH LAYAK MENERIMA ALOKASI
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK KEGIATAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DARI APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....

JUMLAH JUMLAH HASIL
NO. DESA USULAN ALOKASI EVALUASI
(Rp) (RP) VERIFIKASI
1 Lengkap, benar
dan sah
2 Lengkap, benar
dan sah
3 Lengkap, benar
dan sah
4 Lengkap, benar
dan sah
S Lengkap, benar
dan sah
6 Lengkap, benar
dan sah
dst
JUMLAH
KEPALA DINAS .......ccceeneeeeee ,
Pembina ..
NIP oo
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B. SURAT PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN ...ccovviriniiiniiniinieninens

Purworejo, (tanggal) (bulan) (tahun)

Nomor : / / Kepada:

Lampiran : ... (...) ...

Perihal : Permohonan Penyaluran Yth. BUPATI PURWOREJO
Dana Bantuan Keuangan c.q. Kepala Badan ....
yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten Purworejo
Pemerintah Desa untuk selaku PPKD
Kegiatan Peningkatan Sarana di-
dan Prasarana dari APBD PURWOREJO
Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran ...

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: .../
.. / ... tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan
Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran ....... , bahwa pagu alokasi dana bantuan keuangan
yang bersifat khusus, Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten
Purworejo adalah sebesar Rp............. (.... Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami
mengajukan permohonan penyaluran dana Bantuan
Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa
untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dari
APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ....... sejumlah
Rp.... (....... rupiah) dan mohon untuk ditransfer ke:

Nomor Rekening : ..................
Atas Nama : RKD ..........
Nama Bank Do
Cabang/ Capem : ........c.ceeenee

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. kuitansi tanda terima bantuan keuangan bermeterai
cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kepala
Urusan Keuangan serta distempel basah;

2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank
yang berwenang;

3. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa;

4. RAB Bantuan Keuangan yang dicetak dari aplikasi sistem
keuangan Desa;”

5. gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh unit
pelaksana teknis perangkat daerah yang membidangi
pekerjaan umum, jika Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana berupa bangunan konstruksi;
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6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa
atas penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran
berkenaan, bermeterai cukup; dan

7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan dana bantuan
keuangan, bermeterai cukup.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas
terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
CAMAT ...., KEPALA DESA ...,

............................................................

Keterangan:
” RAB PERUBAHAN, apabila ada perubahan.




C. KUITANSI TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

KUITANSI TANDA TERIMA

Nomor :
Telah diterima dari
Uang sebanyak

Guna membayar

Mengetahui:

ttd dan cap

KEPALA DESA ...

..........................

'PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Rp. ccoveeninaene. ,00

Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ......
berupa ....

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Nomor Rekening

Atas Nama : RKD.....coeveennn
Nama Bank

Cabang/Capem

Purworejo, (tanggal) (bulan) (tahun).

KAUR KEUANGAN,

Meterai
Rp10.000

...............................




D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN ....cooiiiiiiiiiiiiiicinnnenes
KEPALA DESA .......ccooviuinee.

AlamaAt : a.e.eeeeeeeeeveeeeeereeneenenraneens

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DESA
ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ....
NOMOR: ....coviiiiiiiiiiiininenns

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa ......
Alamat
Dengan ini atas nama Pemerintah Desa ................ kami menyatakan

dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus

kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........ yang diterima oleh Pemerintah Desa

.... Kecamatan ... Kabupaten Purwroejo sebesar Rp........ (-....) akan digunakan

untuk peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Desa berupa

............................ , untuk itu kami sanggup:

1. membuat berita acara penyaluran dan penggunaan atas Dana Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan
Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........
setelah dana dicairkan;

2. menyalurkan/ menyerahkan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........ kepada Pelaksana kegiatan
sesuai Rencana Anggaran Biaya dan ketentuan yang berlaku;

3. sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa
untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran ........ serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan
secara administrasi, fisik/ teknik dan hukum dengan Laporan
pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;

4. bertanggung jawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana dan prasarana dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........ terjadi perbuatan yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan; dan

5. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan yang
Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana dan

prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........ yang
diterima Pemerintah Desa ... Kecamatan ..... Kabupaten Purworejo dan
disampaikan kepada Bupati Purworejo c.q. Kepala Badan ..... Kabupaten

Purworejo dengan tembusan kepada Kepala Dinas .... Kabupaten Purworejo
dan Camat setelah kegiatan selesai, paling lambat tanggal 10 Januari tahun
berikutnya.




Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan
s¢hat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Purworejo, .....cc.ccevuenenen
KEPALA DESA ......cccovvueenee. ,

Meterai

Rp10.000 ttd dan cap

........................................




E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN ...

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN DARI PELAKSANA KEGIATAN
ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ........
NOMOR: .....ccoeveviniiiiiinininnne.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Pekerjaan :

Jabatan  : Pelaksana Kegiatan ...........
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana
dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........
yang diterima Pemerintah Desa .... Kecamatan ... Kabupaten Purworejo
sebesar Rp....,00 (... rupiah), akan digunakan untuk peningkatan sarana
dan prasarana Pemerintah Desa .......... Kecamatan .... Kabupaten
Purworejo berupa ...... , untuk itu kami sanggup:

1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya
(RAB) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran ........ yang telah kami buat dan disetujui;

2. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Bantuan
Keuangan dimaksud secara transparan, tertib administrasi, tepat
sasaran, tepat waktu dan tepat mutu; dan

3. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan kepada Kepala
Desa secara periodik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran
dan tanggung jawab dan guna seperlunya.

Mengetahui: Pelaksana Kegiatan,
Kepala Desa ............... ,
Meterai ttd dan cap
ttd dan cap Rp10.000

......................................................................




F. BERITA ACARA ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI PERSYARATAN
PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAB SARANA DAN
PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ......

DESA ....covvvirvverircennennee KECAMATAN .................
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: ...ociiiiiiiiiiireeireierneeerneenecnenane
Pada hari ini ......... tanggal ............ bulan ......... tahun dua ribu .......... s
bertempat di Ruang .......c.ccccooviiiiiiiiiiiiniiiennenninn berdasarkan Keputusan
Camat .......c.cc.uee.e. Nomor: ................ tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan

Evaluasi Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ...... Kecamatan ... telah melaksanakan
verifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan permohonan penyaluran
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk
Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran ........ untuk Desa .................... , dengan hasil sebagai berikut:
ADA/ HASIL
NO UNSUR YANG DIPERIKSA TIDAK | PEMERIKSAAN

1. | Surat permohonan penyaluran dana Bantuan (lengkap,
Keuangan ditanda tangani Kepala Desa dan benar dan
distempel basah serta diketahui Camat sah)

2. | Kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan (lengkap,
ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan benar dan
Keuangan distempel basah bermeterai cukup; sah)

3. | Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, (lengkap,
dilegalisir pejabat bank yang berwenang benar dan

sah)

4. | Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan (lengkap,
Desa tentang Perubahan APBDesa (tahun benar dan
anggaran berkenaan) sah)

5. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan (lengkap,
bantuan keuangan untuk kegiatan peningkatan benar dan
sarana dan prasarana yang dicetak dari aplikasi sah)
sistem keuangan Desa

6. | Gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh (lengkap,
unit pelaksana teknis perangkat daerah yang benar dan
membidangi pekerjaan umum, jika kegiatan sah)
peningkatan sarana dan prasarana berupa
bangunan konstruksi

7. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala (lengkap,
Desa atas penggunaan Bantuan Keuangan tahun benar dan
anggaran berkenaan, bermeterai cukup sah)

8. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala (lengkap,
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan benar dan
anggaran sesuai tugas dan fungsi atas sah)
penggunaan dana Bantuan Keuangan, bermeterai
cukup
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Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas
dinyatakan lengkap, benar dan sah serta memenuhi syarat, untuk
selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam
rekomendasi pencairan Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari
APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .....................

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KECAMATAN ......cccccueueeeee TAHUN ........
KEDUDUKAN TANDA
NO NAMA JABATAN DALAM TIM TANGAN
1 Camat ... Penanggung
Jawab
2 Sekretaris Kecamatan ... Ketua
3 Kasi ......... Sekretaris
4 Kasi/ Staf ... Anggota
S Kasi/ Staf ... Anggota




G. REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI
PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN...cccciviviiiiinnnnnn.
Alamat @ cooovvieniiiiiiiiiiiiieieiieneennes

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ......
DESA-DESA DI KECAMATAN .......cccoeeueee
NOMOR: ....civiiiininiiiiniiieiiiiieiierrenaenans

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama

Pangkat/Golongan

NIP :

Jabatan : Camat ......

Menyatakan bahwa:

1. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan
permohonan penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan
Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... yang
diajukan Pemerintah Desa ...., Desa ... dan Desa ...;

2. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi tersebut di atas mendasarkan pada
Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan
permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan
Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .........
telah dinyatakan lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan yang
berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan
ini kami rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana terlampir SUDAH
LAYAK SALUR.




Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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DAFTAR NAMA DESA DI KECAMATAN .... YANG TELAH LAYAK SALUR
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN ..............
JUMLAH
HASIL
NO. DESA PENGA‘.:IIQIQ)N DANA VERIFIKASI
1 lengkap, benar
dan Sah
2 lengkap, benar
dan Sah
3 lengkap, benar
dan Sah
4 lengkap, benar
dan Sah
5 lengkap, benar
dan Sah
6 lengkap, benar
dan Sah
dst
JUMLAH

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo




H. BERITA ACARA ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS.....coiieiieiinneee.
Alamat @ ...o.cooiiiiiiiiiiiiiiias
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ......
DESA-DESA DI KECAMATAN ................. KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: ...oniiiiieeeeeee e e enneeaees
Pada hari ini ......... tanggal ............ bulan ......... tahun dua ribu .......... s
bertempat di Ruang .......cccoocvvieveviiiininiiiiiinininaiann, berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas .......cccceeenee. Nomor: ................ tentang Pembentukan Tim Verifikasi
Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran ...... telah melaksanakan verifikasi terhadap berkas
persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dimaksud dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... untuk Pemerintah Desa ....................
Kecamatan ......... Kabupaten Purworejo dengan hasil sebagai berikut:
ADA/ HASIL

NO UNSUR YANG DIPERIKSA TIDAK | PEMERIKSAAN

1. | Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan (lengkap, benar
Keuangan ditanda tangani Kepala Desa dan dan sah)
distempel basah serta diketahui Camat

2. | Kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan (lengkap, benar
ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan dan sah)
Keuangan distempel basah bermeterai cukup

3. | Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa (lengkap, benar
dilegalisir pejabat bank yang berwenang dan sah)

4. | Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan (lengkap, benar
Desa tentang Perubahan APBDesa (tahun dan sah)
anggaran_berkenaan) :

5. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan (lengkap, benar
bantuan keuangan untuk peningkatan sarana dan sah)
dan prasarana yang dicetak dari aplikasi sistem
keuangan Desa

6. | Gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh (lengkap, benar
unit pelaksana teknis perangkat daerah yang dan sah)
membidangi pekerjaan umum, jika Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa
bangunan konstruksi

7. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala (lengkap, benar
Desa atas penggunaan Bantuan Keuangan tahun dan sah)
anggaran berkenaan, bermeterai cukup

8. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala (lengkap, benar
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan dan sah)
anggaran sesuai tugas dan fungsi atas
penggunaan dana Bantuan Keuangan, bermeterai
cukup
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9. | berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi (lengkap, benar
persyaratan permohonan penyaluran Bantuan dan sah)
Keuangan dari Camat

10. | rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan (lengkap, benar
evaluasi persyaratan permohonan penyaluran dan sah)
Bantuan Keuangan

Hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap, benar dan
sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar
pertimbangan dalam rekomendasi penyaluran dana Bantuan Keuangan yang
Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan
Prasarana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran ..........cc..ccceeeuee

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ..........

KEDUDUKAN | TANDA
NO NAMA JABATAN DALAM TIM | TANGAN
1 Kepala Dinas ... Penanggung
Jawab
2 Sekretaris Dinas ... Ketua
3 Kepala Bidang ..... Sekretaris
4 Staf Anggota
5 Staf Anggota
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REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ......
DESA-DESA DI KECAMATAN ................. KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: ..ottt e eeenes

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Pangkat/Golongan

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas ......

Menyatakan bahwa:
4. Kami telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan

penyaluran dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... yang diajukan Pemerintah Desa-
Desa di Kecamatan ...;

Pelaksanaan verifikasi tersebut di atas mendasarkan pada Peraturan
Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk
Peningkatan Sarana dan Prasarana serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya; dan

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran
Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran ......... telah dinyatakan lengkap, benar dan sah sesuai
ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses penyaluran,
maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana
terlampir SUDAH LAYAK SALUR.

Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Purworejo, ......c.cceeune......
KEPALA DINAS ....cccovvvvnen.n.. s
Pembina ...
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KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

DAFTAR NAMA DESA YANG TELAH LAYAK SALUR

DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

..............

JUMLAH
HASIL
NO. DESA PENGAJUAN VERIFIKASI
(RP)

1 Lengkap, benar
dan sah

2 Lengkap, benar
dan sah

3 Lengkap, benar
dan sah

4 Lengkap, benar
dan sah

5 Lengkap, benar
dan sah

6 Lengkap, benar
dan sah

dst
JUMLAH
Kepala Dinas ................... ,
Pangkat
NIP..ooiiiriiiicieeeaee,

 BUPATI PURWOREJO, $

AGUS BASTIAN
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